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BAB II 

WAKAF DAN SUKUK 

1. Kajian Wakaf 

a. Pengertian Wakaf 

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqf 

yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa 

Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah 

yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan 

menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik 

suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta 

tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.
1
 

Wakaf atau wakf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa yang artinya 

menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri.
2
 Kata wakafa atau 

wakafa-yakifu-wakfan sama artinya dengan kata habasa-yahbisu-

tahbisan.
3
 Al Wakf dalam bahasa Arab berarti Menahan yang dimaksud 

dengan menahan harta disini adalah tidak berpindahkepemilikan. 

Para ahli fiqh memberikan beberapa pengertian tentang wakaf, 

diantaranya: 
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1) Madzhab Hanafi 

Wakaf adalah menahan harta yang secara hukum masih miliknya 

namun dimanfaatkan untuk kebaikan.
4
 Pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa harta wakaf tidak terpisahkan dari si wakif
5
 sehingga harta wakaf 

itu bisa ditarik kembali bahkan bisa dijual oleh si wakif. Harta wakaf juga 

bisa diwariskan kepada ahli waris wakif jika si wakif meninggal dunia. 

Maka, madzhab Hanafi menjelaskan wakaf sebagai tidak dilakukannya 

suatu tindakan terhadap suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak 

milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak yang berwenang, 

baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.  

2) Madzhab Maliki 

Menurut madzhab Maliki, wakaf artinya menahan suatu harta namun 

tidak melepas kepemilikan harta tersebut dari wakif namun wakif tidak 

dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan terhadap harta wakaf 

ataupun melepaskan kepemilikan harta wakaf tersebut kepada yang lain 

serta wakif wajib menyedekahkan manfaat harta wakaf.
6
  

3) Madzhab Syafi‟iyah dan Madzhab Hambali 

Kedua madzhab ini menjelaskan bahwa wakaf adalah melepaskan 

harta wakaf dari kepemilikan wakif setelah prosedur perwakafan selesai.
7
 

Setelah prosedur wakaf selesai maka wakif tidak boleh melakukan hal-hal 

seperti kepemilikannya sebelumnya, seperti memindahkan kepemilikan 
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dan mengambil manfaat atas harta wakaf. Saat wakif meninggal, harta 

wakaf tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. 

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, wakaf 

dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari 

keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam asset produktif 

yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang 

baik oleh individual ataupun kelompok.
8
  

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa 

pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah: 

1)  Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak 

cepat musnah setelah dimanfaatkan. 

2) Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf. 

3) Tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dengan 

jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan. 

4) Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran 

Islam. 
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b. Dasar Hukum Wakaf 

1) Al Qur‟an 

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan 

konsep wakaf secara jelas.  Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, 

maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf 

ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan 

tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:  

 

ي ٰۤي  ٰۤ ِ اَٰۤالَّذ ب ٰٰۤۤن ٰۤاٰۤمِٰۤفِقُو ٰۤاٰۤاَه ٰۤمَنوُ  ٰۤنَٰۤا ٰۤـاَيُّه ا ٰٰۤۤتُ ٰۤتِٰۤمَاٰۤكَسَب ٰۤطَيِّ َٰٰۤۤناَٰۤلـَكُ ٰۤرَج ٰۤاَخ ٰٰۤۤوَمِمذ نَٰۤال  مُواٰۤال ٰٰۤۤضِٰۤۖر ٰۤمِّ ثَٰۤخَبِي ٰۤوَلَٰۤتيََمذ

ٰۤفِقُو ٰۤوُٰۤتنُ ٰۤمِن ٰۤ َٰۤلمَُو  ٰۤوَاع ٰٰۤۤؕ ٰۤوِٰۤاٰۤفِي ٰۤمِضُو ٰۤتغُ ٰٰۤۤاَن ٰٰۤۤوِٰۤاِلذ ٰۤخِذِي ٰۤبِ ٰٰۤۤتُ ٰۤنَٰۤوَلسَ   ٰۤالّل  ي ٰۤاٰۤاَنذ ٰۤمَِ  د ٰٰۤۤػىٌَِّح

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”
9
   

 

ٰۤتنَاَلوُاٰۤال ٰٰۤۤلنَ ٰۤ ٰۤحَتّ  بهو ٰۤفِقُو ٰٰۤۤتنُ ٰۤبِِذ اٰۤتُُِ َٰۤشَ ٰٰۤۤاٰۤمِن ٰۤفِقُو ٰۤوَمَاٰۤتنُ ٰٰۤۤنَٰۤ اٰۤمِمذ ٰۤالّل   علَِي  ٰٰٰۤۤۤهِو ٰۤءٍٰۤفاَِنذ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”
10

   

 

ي ٰۤ ِ ِٰٰۤۤلِٰۤسَبِي ٰٰۤۤفِ ٰٰۤۤوَالهَمُ ٰۤنَٰۤاَم ٰۤفِقُو ٰۤنَٰۤينُ ٰۤمَثلَُٰۤالَّذ ٰٰۤۤمََلَلَِٰۤحََذٍ ٰۤاَه  ٰۤالّل  ب ٰٰۤۤبَتتَ  ناَهِلَٰۤفِ ٰۤس َ ٰۤسُن  ٰٰۤۤعَٰۤس َ ائَُ ٰۤحََذ ٍٰۤكُِّ ٰۤمِّ ٰۤؕ َُٰۤلٍََ

ُٰۤ ذشَا ٰٰۤۤعِفُٰۤلِمَن ٰٰۤۤيضُ ٰۤوَالّل  ُٰٰۤۤؕ ٰۤءُٰۤي ٰۤعلَِي  ٰۤوَالّل   ٰۤوَاسِع 

 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
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yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
11

   

 

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk 

menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan 

kebaikan. bentuk harta yang dianjurkan untuk diinfakkan juga telah 

digambarkan dalam surat Ali Imran ayat  92, yaitu harta yang masih 

dicintai atau disukai. Maksudnya, harta yang masih diambil manfaatnya 

sehingga diharapkan saat harta tersebur diinfakkan bermanfaat juga bagi 

penerima infak. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah 

menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang 

menginfakkan hartanya di jalan Allah. 

2) Hadith 

Di antara hadith yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis 

yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab  ketika 

memperoleh tanah di Khaibar yang sangat berharga. Setelah ia meminta 

petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi  menganjurkan untuk menahan 

asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Nabi juga mensyaratkan agar 

harta tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan.  

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh 

tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai 

Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi 

dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa 

yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda 
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Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat 

atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, 

diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir 

miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang 

berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia 

boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, 

seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya 

sebagai sumber pendapatan.” 

Hadith lain yang menjelaskan wakaf adalah hadith yang diceritakan 

oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadith tersebut menjelaskan bahwa 

semua amalan manusia dimuka bumi ini akan terputus. Kecuali tiga hal 

yang ditanam manusia semasa hidupnya yaitu amal jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan doa anak yang sholeh. Harta yang disedekahkan menjadi 

amal jariyah yang kebaikannya terus mengikuti manusia hingga ke kubur 

karena manfaatnya yang didapat oleh orang-orang yang masih hidup. 

Begitu pula manfaat dari ilmu yang diamalkan dengan baik, ilmu yang 

terus digunakan oleh orang dan bersambung terus hingga beberapa 

generasi serta dimanfaatkan dengan baik menjadi amalan yang mengikuti 

ke alam kubur. Termasuk ilmu yang manfaat juga ketika manusia 

mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholih sholihah sehingga 

didunia dia sudah terbiasa mendoakan orangtuanya dan ketika orangtuanya 

meninggal dunia, doa-doa anak-anak yang sholih sholihah menjadi 

penerang kubur orangtuanya.  Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang 

manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya 
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kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan 

yang bisa diambil manfaatnya,  dan anak soleh yang mendoakannya.” 

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat 

(ijma‟) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam 

Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf 

dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa 

dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim 

sejak masa awal Islam hingga sekarang. 

c. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf akan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 

wakaf. Diantara rukun wakaf adalah:
12

 

1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya. 

2) Mauquf bih  yaitu barang atau harta yang diwakafkan. 

3) Mauquf „Alaih yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. 

4) Shighat yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian hartanya. 

Adapun syarat wakaf diantaranya:
13

 

1) Syarat Wakif 

Seorang wakif yang sah memiliki kemampuan hukum atas 

hartanya. Syarat kemampuan hukum seorang wakif adalah: 

a) Merdeka, seorang wakif bukanlah seoang budak karena budak 

tidak memiliki hak milik. Namun Abu Zahrah menjelaskan 
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 Nawawi, Ar Raudhah dan Asy Syarbadi, Mughni al Muhtaj dalam Departemen Agama, Fiqh 
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13
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bahwa para ahli fikih sependapat bahwa seorang budak 

diperbolehkan mewakafkan hartanya dengan syarat mendapat 

ijin dari majikannya. Sedangkan Azd- Dzahiri mengutarakan 

pendapatnya bahwa budak bisa mendapatkan harta pribadinya 

melalui jalan waris, sehingga budak memiliki hak penuh atas 

sarta dari warisnya tersebut. Oleh karena itu seorang budak 

diperbolehkan mewakafkan hartanya asal harta tersebut didapat 

dari waris. 

b) Berakal sehat. Wakaf tidak sah apabila wakif gila, tidak 

berakal, tidak mumayyiz (kondisi dimana seseorang sudah bisa 

membedakan barang yang baik dan yang buruk) dan tidak 

mampu melaksanakan suatu akad seperti kondisi 

keterbelakangan mental.  

c) Baligh atau dewasa. 

d) Tidak berada dibawah pengampuan. Pengampuan adalah 

kondisi dimana seseorang dinilai tidak mampu mengelola 

hartanya sehingga pemilik harta memberikan kuasa kepada 

Mauquf bih orang yang dinilai mampu untuk mengelola 

hartanya.
14

  

2) Syarat (harta yang diwakafkan) 

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 
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a) Harta harus mutaqawwam maksdunya harta tersebut harus 

merupakan harta yang dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang lama dan halal atau boleh dimanfaatkan dalam kondisi 

dan waktu  normal dan bukan keadaan darurat. 

b) Diketahui secara fisik harta yang akan diwakafkan agar tidak 

menimbulkan masalah dimasa depan. 

c) Milik Wakif. Maksudnya harta tersebut sudah sepnuhnya hak 

milik wakif. Bukan merupakan harta warisan yang belum 

selesai pembagiannya atau belum benar-benar menjadi milik 

wakif.  

d) Terpisah, bukan milik kongsi. 

Ada dua macam harta yang boleh diwakafkan yaitu harta benda 

bergerak dan harta benda tidak bergerak. Madzhab Hanafi 

memperbolehkan wakaf benda tidak bergerak selama masih dapat 

diambil manfaatnya. Sama halnya dengan Madzhab Maliki yang tidak 

mensyaratkan ta‟bid atau selamanya dalam melakukan wakaf. 

Sedangkan Madzhab Syafi‟i berpendapat bahwa harta wakaf harus 

merupakan benda yang kekal, baik itu harta benda bergerak maupun 

harta benda tidak bergerak, milik wakif pribadi maupun milik 

perkongsian. 

3) Syarat Mauquf „Alaih 

Mauquf „Alaih adalah orang yang menerima wakaf ataupun  

tujuan wakaf.
15

 Wakaf harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan 
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yang sesuai dengan syaraiat atau ketentuan Islam karena wakaf adalah 

ibadah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah swt. Ada perbedaan 

pendapat mengenai ibadah yang dimaksud, apakah menurut pandangan 

Islam atau keyakinan (agama) si wakif: 

a) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa mauquf „alaih harus 

digunakan untuk ibadah sesai dengan syaraiat Islam dan 

keyakinan atau agama si wakif.  

b) Madzhab Maliki mengutarakan mauquf „alaih harus untuk 

ibadah bagi wakif maka sah ditujukan untuk ibadah  dalam 

agama Islam dan badan-badan sosial. Jadi, tidak sah wakaf dari 

seseorang yang non muslim yang ditujukan bagi ibadah 

muslim.  

c) Madzhab Syafi‟i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 

„alaih harus merupakan ibadah dalam agama Islam saja tanpa 

memandang agama si wakif. Sehingga wakaf yang 

dilaksanakan oleh wakif yang non muslim sah dilaksanakan 

jika wakaf ditujukan untuk ibadah dalam Islam dan badan-

badan sosial. Namun jika wakaf yang dilaksanakan wakif non 

muslim ditujukan untuk hal-hal yang bukan untuk agama Islam, 

seperti pembangunan gereja, maka wakaf tersebut tidak sah.  

4) Syarat shighat 

Shighat adalah sagala bentuk komunikasi baik dalam uacapan, 

tulisan maupun isyarat dari orang yang berakad dengan tujuan untuk 
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menyatakan keinginan dan menjelaskan apa tujuan keinginannya.
16

 

Shighat terdiri dari ijab (mengutarakan keinginan) dan Qabaul (ungkapan 

penerimaan). Shigat wakaf dapat dilakukan cukup dengan ijab saja dari 

wakif tanpa perlu menunggu qabul dari mauquf „alaih. Sehingga qabul 

tidak harus dilaksanakan menjadi syarat sahnya wakaf dan bukan 

merupakan syarat seorang mauquf „alaih dapat menerima dan 

memanfaatkan harta wakaf. 

Ada dua macam lafadz shighat wakaf, diantaranya: 

a) Lafadz yang jelas, bukan bentuk ungkapan kiasan dan 

mengandung tujuan lain selain wakaf, maka shighat wakaf ini 

hukumnya sah. 

b) Lafadz kiasan (kinayah), shighat bentuk ini harus diiringi 

dengan niat wakaf dari wakif karena lafadz ini belum 

menunjukkan niat wakaf yang jelas dan tegas saat diucapkan. 

Oleh karena itu, perlu diperhatikan pedoman susunan lafadz 

shighat yaitu: 

a) kalimatnya jelas menunjukkan pemberian wakaf.  

b) menyebutkan objek wakaf dengan keterangan jelas sesuai 

keperluan tentang objek wakaf. 

c) tidak harus mengucapkan kalimat “Saya lepaskan harta saya” 

d) memperhatikan empat syarat wakaf diantaranya: Ta‟bid yaitu 

abadi atau selamanya, Tanjiz yaitu memberikan wakaf kepada 

yang sudah ada bukan yang akan ada atau yang akan ada 
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dimasa yang akan datang, al Ilzam artinya mengikat maksudnya 

wakaf itu mengikat dan hilang hak kepemilikan wakif dan 

wakif tidak diperbolehkan membuat syarat seperti khiyar 

ataupun semacamnya dan terakhir menjelaskan pihak yang 

menerima wakaf. 

2. Wakaf Tunai 

Wakaf tunai adalah wakaf dengan bentuk uang atau investasi tunai 

yang diberikan wakif dengan tujuan mengharap ridha Allah swt.
17

 

Sselain dilaukan perseorangan, wakaf tunai juga dapat dilakukan atas 

nama lembaga atau kelompok masyarakat.
18

 Wakaf tunai ini akan 

diinvestasikan ke berbagai portofolio atau bentuk investasi. Keuntungan 

dari investasi ini yang kemudian disalurkan untuk kebutuhan 

pengentasan kemiskinan sedangkan pokok wakaf tetap diinvestasikan.  

Wakaf menggunakan uang sudah dilakukan sejak jaman dinasti 

Ayyubiyah terutama pada masa khalifah Salahuddin al Ayyuby. Pada 

masa itu orang Kristen yang datang wajib membayar bea cukai. 

Lazimnya, orang Kristen tersebut membayar menggunakan uang. Uang 

hasil pembayaran bea cukai tersebut dikumpulkan kemudian diwakafkan 

kepada para fuqaha‟ dan keturunannya. Selain itu, wakaf tersebut juga 

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti ulama dan untuk 

kepentingan politik dan misi alirannya yaitu madzhab Sunni dan 

mempertahankan kekuasaannya.
19

 

                                                           
17

 Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedia....673 
18

 Kementerian Agama, Panduan Pengelolaan wakaf tunai, (Jakarta, 2013), 1 
19
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Ada perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al 

Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az Zuhri berpendapat dinar dan 

dirham (saat itu adalah mata uang) boleh diwakafkan dengan cara 

digunakan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya 

sebagai wakaf. Wahbah Az Zuhaily mengungkapkan bahwa madzhab 

Hanafi memperbolehkan wakaf dengan uang sebagai pengecualian atas 

dasar Istihsan bi al „Urf yaitu karena sudah dilakukan oleh masyarkat.
20

 

Cara wakaf tunai menurut madzhab Hanafi yaitu dengan menjadikannya 

modal usaha dengan akad mudharabah
21

 sedangkan keuntungannya 

diberikan kepada penerima wakaf. 

Berbeda pendapat dengan Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi‟i tidak 

memperbolehkan wakaf tunai atau wakaf dengan uang. Menurut Al 

Bakri, madzhab Syafi‟i tidak memperbolehkan wakaf uang karena uang 

akan lenyap saat dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.
22

 

Perbedaan in didasari oleh wujud uang itu sendiri. Apakah wujud uang 

itu akan tetap ada seperti semua setelah dibayarkan dan dapat 

memberikan keuntungan lagi untuk waktu yang lama? Jika melihat pada 

perkembangan sistem perekonomian yang berkembang pesat, maka 

sangat mungkin untuk menjadikan wakaf uang sebagai modal usaha 

ataupun investasi sehingga terpelihara wujud asli uang tersebut. Sehingga 
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 Ibid... 2 
21

 mudharabah adalah membentuk suatu perjanjian kemitraan antara pemilik modal dengan 

pengelola perusahaan atau pengelola usaha. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan maka 

pengelola akan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan 

apabila mengalami kerugian, maka kerugian financial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. 

Dalam Bank Islam mudharabah merupakan sistem pembiayaan atau pendanaan operasional 

realitas bisnis.  
22

 Kementerian Agama, Panduan... 3 
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yang diwakafkan adalah hasil dari pengelolaan wakaf tunai tersebut. Jadi 

wakaf uang tidak hanya habis atau hilang wujud dengan jual beli saja. 

Menurut fatwa MUI Nomor 2 tahun 2002 tentang Wakaf Uang, 

wakaf uang dihukumi jawaz yang artinya boleh.
23

 Wakaf uang tidak 

boleh dijualbelikan, dihadiahkan atau dihibahkan dan tidak boleh 

diwariskan kepada anak cucunya.
24

 Undang-undang nomor 41 tahun 

2004 menjelaskan bahwa uang termasuk dalam harta wakaf kategori 

benda bergerak.
25

 Yang termasuk harta wakaf benda bergerak 

diantaranya: 

a. uang 

b. logam mulia seperti emas 

c. surat berharga 

d. kendaaraan 

e. hak atas kekayaan intelektual 

f. hak sewa 

g. benda bergerak lainnya yang sesuai dengan peraturan syariat 

Islam dan peraturan perundang-undangan. 

Wakif dapat mewakafkan wakaf uang atau wakaf tunainya melalui 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang 

telah disetujui oleh Menteri. Setelah melaksanakan wakaf secara tertulis, 

wakif berhak mendapat Sertifikat Wakaf Tunai.
26

 Sertifikat Wakaf Tunai 
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 Fatwa MUI no 2 tahun 2002 tentang wakaf uang, 410 
24

 Ibid., 
25

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
26

 Sertifikat Wakaf Tunai dapat diterbitkan jika jumlah wakaf uang sudah mendapai nominal 

tertentu. Lembaga Keuangan yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang adalah Lembaga 

Keuangan Penerima Wakaf Uang. 
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yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah atau Nazhir 

merupakan bukti penyerahan harta wakaf.
27

 

Wakaf tunai memiliki potensi lebih besar karena dapat 

mencangkup wakif dari berbagai golongan tidak hanya dari masyarakat 

kaya saja. Karena wakif tidak harus mewakafkan harta yang pasti. 

Masyarakat dapat berwakaf dengan uang tunai yang kemudian 

dikumpulkan oleh nazhir
28

 dan diinvestasikan kemudian hasilnya yang 

disalurkan kepada penerima wakaf. Selain itu, wakaf tunai dinilai lebih 

produktif karena dapat menjadi modal usaha masyarakat dan dapat 

digunakan untuk memproduktifkan aset wakaf yang sudah ada.
29

 

Pengelolaan dana wakaf tunai ini harus disadari sebagai dana 

publik sehingga tidak hanya dikelola secara profesional tetapi juga 

dikelola secara transparan dan akuntabilitas. Maka diperlukan sistem 

pengelolaan yang baik yaitu manajemen wakaf tunai yang melibatkan 

tiga pihak yaitu: pemberi wakaf (wakif), pengelola wakaf (nazir) 

sekaligus berperan sebagai manajer investasi dan yang terakhir mauquf 

„alaih.  

Ada beberapa jenis investasi yang bisa dilakukan dalam 

pengelolaan wakaf tunai diantaranya:
30

 

1. investasi jangka pendek, yaitu dalam bentuk mikro kredit. 

Bank-bank yang telah memiliki pengalaman dalam bentuk 
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 Nazhir adalah orang yang mengelola wakaf  
29

 Kementerian Agama, Pedoma Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, (Jakarta, 2013), 111 
30

 Ibid., 113-114 
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kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro 

seperti kredit pengusaha kecil dan mikro dari Bank Indoneisa. 

2. investasi jangka menengah yaitu permodalan dalam usaha kecil 

atau industri. 

3. investasi jangka panjang yaitu menyalurkan modal melalui 

industri manufaktur dan industri besar lainnya. 

3. Wakaf Berjangka (Wakaf mu’aqqat) 

Wakaf tunai dilegalkan di Indonesia melalui Undang-Undang 

Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dimana dalam undang-undang tersebut 

menjelaskan bahwa harta benda waka terdiri dari benda tidak bergerak dan 

benda bergerak. Uang termasuk dalam benda bergerak.
31

 Pada praktek 

pengelolaan wakaf tunai, ada wakaf tunai yang dananya dikelola 

selamanya atau disebut dengan wakaf mu‟abbad
32

 dan ada juga yang 

hanya dikelola untuk diambil keuntungannya dan dalam jangka waktu 

tertentu dana wakaf tunai dikembalikan kembali kepada wakif atau yang 

disebut wakaf mu‟aqqat
33

. Praktek wakaf berjangka juga telah dilegalkan 

dalam undang-undang di Indonesia. 
34

 

Mayoritas ulama berpendapat wakaf harus selamanya dan 

dijadikan syarat wakaf. Hal ini didasarkan kepada beberapa dalil, pertama 
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  Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, 7-8 
32

 Wakaf mu‟abbad adalah wakaf abadi. Maksudnya wakaf tersebut telah lepas kepemilikannya 

dari wakif. 
33

 Wakaf mu‟aqqat adalah wakaf berjangka. Yang dimaksud wakaf berjangka adalah wakaf yang 

pengelolaannya berjangka waktu tertentu sesuai kesepakatan wakif dengan nadzhir. Jika sudah 

jatuh temponya, maka pokok harta wakaf itu dikembalikan kembali kepada wakif. Dengan kata 

lain, yang diwakaf kan oleh wakif adalah keuntungan dari pengelolaan harta wakafnya. 
34

 Disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah, UU Wakaf Nomor 41 tahun 2004, 1. 
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hadith yang menjelaskan Umar ra dimana penggunaan kalimat habs al 

ashli yang menunjukkan selamanya dan kalimat la yuba‟u wala yuhabu 

wala yurasu yang bermaksud selamanya karena tidak boleh dijualm 

dihibahkan dan diwariskan. Kedua, semua wakaf yang dilakukan sahabat 

dan tabi‟in  adalah wakaf mu‟abbad. Ketiga, wakaf itu mengeluarkan 

kepemilikan harta selamanya tanpa dibatasi waktu.
35

 

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai wakaf berjangka ini. 

Madzhab Syafi‟iyyah berpendapat bahwa wakaf harus selamanya. 

Menurut madzhab Syafi‟iyyah berdasarkan pendapat Abu Yahya Zakaria 

al Anshari, ta‟bid atau abadi merupakan syarat wakaf maka tidak sah 

hukumnya jika wakaf dibatasi waktu.
36

 Termasuk juga wakaf ta‟liq
37

 atau 

bersyarat juga tidak sah. Namun jika seseorang wakif itu meninggal dunia 

dan sebelumnya sudah mengucapkan “jika aku meningal maka aku 

wakafkan rumah ini kepada fakir miskin” maka wakafnya sah dan abadi. 

Al Bajuri dalam kitab Hashiyah merincikan wakaf berjangka atau 

wakaf berbatas waktu menurut beliau. Pertama, jika wakif mewakafkan 

hartanya kepada satu mawquf‟alaih dengan jangka waktu tertentu dan jika 

waktunya sudah habis maka barang wakaf kembali kepada wakif maka 

hukum wakafnya tidak sah. Kedua, jika seseorang berwakaf kepada satu 

mauquf‟alaih dengan jangka waktu tertentu dan setelahnya dipindahkan 
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 Fahroji, Wakaf Kontemporer, (Jakarta Timur:  Badan Wakaf Indonesia, 2019), 93. 
36

 Ibnu Bahruddin, “Wakaf berjangka dalam Prespektif Ulama Fiqh (Relevansinya dengan UU 

Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf), Al Mizan, Vol 3 (Desember, 2020), 140 
37

  Wakaf ta‟liq yaitu wakaf yang bergantung pada syarat tertentu dan jika belum terpenuhi maka 

belum berwakaf. Contoh seorang wakif berkata “apabila datang awal bulan depan, maka saya 

wakafkan rumah saya ini”, maka wakaf seperti ini maka tidak sah wakafnya, Ibnu Bahruddim, AL 

Mizan...,140 
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pada mauquf‟alaih yang lain, maka hukumnya sah dan berlaku 

selamanya.
38

 

Pendapat yang sama juga dari madzhab Hanbali bahwa ta‟bid 

adalah syarat mutlak dalam wakaf. Ibnu Qudamah, salah satu ulama dalam 

Hanbali menyatakan bahwa wakaf adalah menahan benda yang kekal 

zatnya untuk diambil manfaatnya kemudian didermakan. Benda yang 

diwakafkan harus sesuatu yang bisa dijadikan objek transaksi jual beli dan 

dengan tujuan berbuat kebaikan.
39

 

Ulama dalam madzhab ini bependapat bahwa wakaf itu keluar dari 

hak milik wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Sehingga 

wewenang wakif atas harta wakaf juga telah terputus. Oleh karena itu, 

harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan ataupun diwariskan 

karena sudah bukan milik perseorangan melainkan milik publik atau 

umat.
40

 

Sedangkan Madzhab Malikiyah dengan tegas membolehkan wakaf 

berjangka waktu dan sah dilakukan. Karena menurut Imam Malik abadi 

tidak termasuk dalam syarat sah wakaf. 
41

 Al Sawi dalam kitabnya Balghat 

al Salik juga mengemukakan pendapat imam Malik yaitu wakaf adalah 

menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada yang 

berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wakif. Beliau mempertegas 

bahwa pembatasan waktu sesuai dengan keinginan wakif dan bukan 
                                                           
38

 Contoh redaksi wakafnya adalah “Saya wakafkan rumah ini kepada Fulan selama setahun, 

setelah itu saya wakafkan kepada para fakir miskin.” Al Bajuri, Hashiyah dalam Ibnu Bahruddin, 

Al Mizan...140 
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 Ibnu Qudamah, Al Mughni dikutip Miftahul Huda dan dikutip kembali dalam Ibnu Bharuddin, 

AL Mizan,.. 141 
40

 Faisal Haq dkk, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan: IKADI, 1994), 35-37. 
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 Sayyid Ahmad Dardir, Sharh al Saghir dalam Ibnu Bahruddin, Al Mizan..., 137 



41 
 

 
 

karena adanya harta wakaf saja maka termasuk pada wakaf manfaat.
42

 

Pendapat imam Malik didasarkan kepada: Pertama, bahwa wakaf menurut 

makna, kandungan dan tujuannya adlaah sedekah dan sedekah boleh 

sementara maupun selamnya. Kedua, hadith yang menjelaskan Umar ra 

dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan selamanya tidak berarti 

tidak membolehkan yang sementara karena dalil hadith berbunyi in syi‟ta 

yang menunjukkan perbuatan wakaf diserahkan pilihannya kepada wakif. 

Kemudian kalimat habs bisa dilakukan selamanya maupun sementara. 

Ketiga, pendapat yang mensyaratkan wakaf harus abadi atau selamanya 

tidak dapat menjadi alasan karena menurut Malikiyyah yang membolehkan 

wakaf sementara bahwa kepemilikan dalam wakaf tetap wakif dan tidak 

mengeluarkan harta dari wakif.
43

 

4. Sukuk 

Sukuk merupakan jamak dari kata shakk. Sukuk digunakan oleh 

pada pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan 

kewajiban financial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas 

komersial lainnya.
44

 Fatwa DSN MUI Nomor 137 tahun 2020 

menyebutkan bahwa sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) 

berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili 

bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset 

yang mendasarinya setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan 
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 Wakaf manfaat adalah kegiatan mewakafkan manfaat dari harta benda yang diwakafkan bukan 

harta bendanya. 
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 Fahroji, Wakaf Kontemporer...93 
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 Heri Sudarsono. Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: 

Ekonisia, 2012, 247 
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dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.
45

 Sebelumnya, 

Sukuk disebut juga sebagai Obligasi Syariah. Baik sukuk maupun obligasi 

syariah sama-sama merupaan surat utang baik pemerintah maupun non 

pemerintah. 

Obligasi adalah surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan 

yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor 

akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang 

sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya.
46

 Dalam 

ensiklopedi hukum Islam
47

, obligasi adalah surat pinjaman dari pemerintah 

dan non pemerintah yang dapat diperdagangkan dan dibayarkan dengan 

jalan undian tiap-tiap tahun. Artinya, undian dilaksanakan untuk 

menentukan siapa yang akan membayar setiap tahun. 

Menurut Abdulkadir Muhammad
48

, obligasi adalah surat berharga 

tanda pengakuan hutang pada atau peminjaman uang dari masyarakat 

dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun 

dengan memberikan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah 

ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya. Obligasi adalah surat hutang 

yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar 

bunga secara periodik selama periode tertentu serta membayar nilai 

nominalnya pada saat jatuh tempo. Para investor tersebut akan 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2003), 264 
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mendapatkan return dalam bentuk suku bunga tertentu, yang besarnya 

sangat bervariasi dan sangat bergantung pada bisnis penerbitnya
49

. 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-

MUI/IX/2002, Obligasi Islam atau yang disebut juga Obligasi Syariah 

adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang 

dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan 

emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada 

saat jatuh tempo. Sudarsono berpendapat bahwa obligasi syariah bukan 

merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana 

yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang 

piutang melainkan penyertaan.
50

 

Tujuan dilaksanakannya sukuk adalah: 

a. Sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara yang ketentuannya diatur 

dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN. 

b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah 

c. Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, baik di pasar 

keuangan syariah domestic maupun internasional 

d. Diversifikasi basis investor 

e. Mengembangkan alternative instrumen investasi 

f. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Negara 
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 Sofianah Ghufron (ed.), Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Konsep Dasar Obligasi 

Syariah, (Jakarta : Renaisan, 2005), 16-17 
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g. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem 

perbankan konvensional
51

 

Manfaat dari sukuk antara lain: 

a. mengurangi kegiatan keuangan umat Islam di bank konvensional sehingga 

umat Islam dapat melaksanakan ibadahnya secara sempurna terutama 

dalam bidang ekonomi dan keuangan.  

b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 

pendapatan melalui kegiatan investasi. 

c. Dapat beramar ma‟ruf di bidang bisnis antara semua pihak yang ada dalam 

investasi obligasi syariah. 

d. Obligasi syariah sebagai bentuk pembiayaan dan sekaligus investasi yang 

memungkinkan bentuk struktur dapat ditawarkan untuk tetap menghindari 

unsur riba.  

e. Membangun cara untuk umat Islam untuk bermuamalah yang tidak 

melalui cara yang bathil.   

Adapun landasan hukum obligasi syariah yaitu yang ada pada 

fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang 

obligasi syariah, yang menerangkan tentang landasan hukum obligasi 

syariah, adalah sebagai berikut: 

a. Firman Allah Swt, QS. Al-Maidah [5]:1 

ي ٰۤي  ٰۤ ِ اَٰۤالَّذ  دِٰۤعُقُو ٰۤاٰۤبِل ٰۤفوُ ٰۤاٰۤاَو ٰۤمَنوُ  ٰۤنَٰۤا ٰۤـاَيُّه

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. . . ”
52

 

                                                           
51
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b. Firman Allah Swt, QS. Al-Isra‟ [17]:34 

 

ذتِ ٰۤيَتِي ِٰۤاٰۤمَالَٰۤال ٰۤرَهوُ ٰۤوَلَٰۤتقَ ٰۤ ٰۤبِل ٰۤاَح ٰٰٰۤۤۤاِلذ ٰۤهَِِ ه ٰٰۤۤيبَ ٰۤسَنُٰۤحَتّ   ٰٰۤۤؕۖلغَُٰۤاَشُدذ

 “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya.”
53

 

 

c. Hadith Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari „Amr bin „Auf al-Muzani, 

Nabi Saw bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum 

muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-

syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.” 

d. Kaidah Fikih “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”, “Kesulitan dapat menarik 

kemudahan.”, “Keperluan dapat meduduki posisi darurat.”,“Sesuatu 

yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang 

berlaku berdasarkan syara‟ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”  

Menurut AAOIFI (the Accounting and Auditing Organisation of 

Islamic Financial Institution) ada dua belas jenis sukuk.
54

 Pengelompokan 

jenis sukuk ini mengikuti jenis-jenis pembiayaan dalam aset finansial yang 
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disarankan oleh Islam. Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar 

sekunder, Tariq menggolongkan sukuk dalam dua kategori yaitu:
55

 

a. Sukuk yang dapat diperdagangkan 

Ada beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama 

sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad mudharabah. Akad ini terdiri dari dua pihak yaitu 

pihak pemilik modal (Rab Al Mal) dan pihak yang memiliki keahlian 

atau yang mengelola modal (mudharib), keuntungan kerjasama ini 

dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati diawal 

akad dan apabila kerja sama ini mengalami kerugian maka kerugian ini 

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.
56

 Kedua sukuk 

musyarakah, yaitu sukuk yang dilaksanakan dengan akad musyarakah, 

maksudnya ada dua pihak atau lebih yang menggabungkan modalnya 

untuk melaksanakan proyek baru ataupun yang sudah ada. Keuntungan 

maupun kerugian yang terjadi pada akad ini ditangung oleh semua 

pihak sesuai dengan prosentasi pengumpulan modal. Ketiga sukuk 

ijarah, yaitu sukuk yang dilaksanakan dengan akad ijarah dimana satu 

pihak menyewakan manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan 

harga dan waktu tertentu yang telah disepakati bersama tanpa adanya 

pemindahan hak milik atas aset yang dimaksud. Sukuk ijarah 
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dibedakan menjadi ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik (Sale and Lease 

Back) dan ijarah Headlease and sublease.
57

 

Gambar 2.1 Model Skim Sukuk Mudharabah 

 

Sumber Buku Investasi Pasar Modal Syariah 

1) Penerbit memproses penerbitan sukuk mudharabah untuk keperluan 

mobilisasi modal dengan kadar tertentu; 

2) Penerbit (sebagai mudhârib) dan investor (shâhib al-mâl) membuat 

kontrak mudharabah dengan perjanjian keuntungan yang disepakati 

(X:Y); 

3) Atas kontrak tersebut, terkumpul sejumlah modal mudharabah; 

4) Penerbit menanamkan modal pada proyek perniagaan sebagai 

peluang baik dalam alternatif perniagaan; 

5) Atas investasi yang dilakukan mudhârib dapat menghasilkan 

keuntungan tertentu. 
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6) Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan tersebut 

dibagikan antara shâhib al-mâl dan mudhârib berdasarkan 

kesepakatan awal (X:Y); 

7) Keuntungan untuk shâhib al-mâl bernilai Y %; 

8) Keuntungan untuk mudhârib bernilai X %; 

9) Jika dalam investasi tersebut terjadi kerugian, kerugian ditanggung 

oleh shâhib al-mâl, sedangkan mudhârib menanggung kerugian 

tenaga dan manajemen. 

Gambar 2.2 Model Skim Sukuk Ijarah 

Sumber Buku Investasi Pasar Modal Syariah 

1) Pemerintah menjual aset kepada SPV dengan tekad bay„ al-wafa‟ 

(jual beli dengan janji akan membeli kembali barang yang 

dijualnya); 

2) Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai harga aset 

(dengan demikian sekarang SPV sebagai pemilik aset); 

3) SPV mengeluarkan sukuk dengan menggunakan kontrak ijarah dan 

menjualnya kepada investor; 
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4) Investor membayarnya dengan harga tunai kepada SPV; 

5) SPV menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga sewa 

tertentu; 

6) Pemerintah membayar sewa aset kepada SPV secara kwartal; 

7) SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor 

sebagai pendapatan investor; 

8) Pada masa naturity, SPV menjual kembali aset kepada pemerintah 

dengan nilai harga jual semula; 

9) Pemerintah membayar tunai harga aset. 

10)  SPV menebus sukuk kepada investor dengan nilai harga yang 

sama. 

b. Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan 

Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama, sukuk 

Istishna dan atau murabahah: kepemilikan utang yang semakin 

meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan istishna dan atau 

urâbahah. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan 

dana sebesar US$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip 

differensiasi dan diskon (coupon). Dana sejumlah ini dapat dibuat 

menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip 

dengan zero-coupon bonds dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana 

disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat 

ini tidak dapat diperdagangkan.
58

 Kedua, sukuk salam: dalam bentuk 

ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga 
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dapat dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat 

ini juga tidak dapat diperdagangkan.
59

 

Gambar 2.3 Model Skim Sukuk Murabahah 

 

Sumber Buku Investasi Pasar Modal Syariah 

1) Originator sebagai calon pembeli suatu barang membuat persetujuan 

dengan SPV untuk membeli barang tertentu dengan menggunakan 

kontrak murabahah; 

2) Berdasarkan persetujuan tersebut SPV mengeluarkan sertifikat sukuk 

murabahah dan menjualnya kepada investor;  

3) Investor menyerahkan uang kepada SPV sesuai nilai harga sukuk 

murabahah; 
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4) SPV membeli barang yang dimaksudkan oleh pembeli dengan 

menyerahkan uang tunai sejumlah harga barang; 

5) Penjual menyerahkan barang kepada SPV; 

6) SPV menyerahkan barang kepada pembeli dengan akad murabahah; 

7) Pembeli menbayar harga secara angsuran; 

8) SPV membayar sewa kepada investor sesuai kesepakatan; 

9) Pada masa sertifikat sukuk matang, SPV menembus sukuk dari 

investor. 

 

 


